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Abstrak

Dalam fondasi hukum, pandemi termasuk dalam waktu kahar, waktu “luar biasa”, atau waktu
bencana. Dalam situasi tersebut pula, kejahatan yang dilakukan akan diancam hukuman yang
lebih berat dibandingkan ketika situasi normal. Namun realitas yang tampak hingga 2021 ini,
pidana mati belum pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi Sejauh ini, pidana terberat yang
pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi ialah pidana seumur hidup . Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apa penyebab ambiguitasnya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam
waktu kahar oleh Hakim yang di ibaratkan dengan tarian poco-poco, maju-mundur jalan
ditempat. Dengan pendekatan kualitatif, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif
Indonesia masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya
kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. . Penyebab hakim ambigu dalam
menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor karena kerugian negara yang juga merupakan
kerugian rakyat belum menjadi perasaan keadilan. Sehingga, hukuman mati dalam perkara
korupsi jarang bahkan tidak pernah diterapkan sehingga Hakim bersikap gamang, tidak tegas
penegakan atas ancaman hukuman dalam hal ini. Novelty dari penelitian ini, perlu
dikembangkan upaya pengenaan pembebanan Biaya Sosial Korupsi.

Kata kunci : waktu kahar, urgensi hukuman mati bagi koruptor.kegamangan hakim

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi di Indonesia telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar bagi
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi
kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Kejahatan ini sangat sulit diberantas, karena seringkali dilakufgan secara sistematis dan
melibatkan orang-orang yang berkuasa. Kita pun bisa merasakan betapa besar dan luar biasa
bahaya yang ditimgglkan akibat kejahatan ini. Sangatlah wajar jika kejahatan korupsi
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa pula,
yaitu—salah satunya— dengan cara menghukum mati para pelaku korupsi di negeri ini. Kondisi




seperti inilah yang mendorong Prof. Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi,
melontarkan ‘bola panas’, yaitu para koruptor bisa dihukum mati.> Tidak hanya bagi koruptor
yang membangkrutkan negara, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di
Indonesia.

Merujuk ?ada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, hukuman mati tercantum di awal undang-un@gjg. Pada Pasal 2 tentang Tindak
Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana

aksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana gyati dapat dijatuhkan.
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor | Tahun
2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi
Dilihat dari ancaman pemidanaan dalam Perma ini, Mahkamah Agung tampaknya tidak main-
main dalam menjatuhkan pidana hukuman mati. Berikut ini syarat penjatuhan hukuman mati
bagi koruptor sesuai Perma Nomor 1/2020,

Indonesia
baik.id
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METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif . Pendekatan peraturan perundang-undangan
atau bahan bahan hukum tertulis digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang penerapan
hukuman wgpgi dalam tindak pidana korupsi. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan,
melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan
perundang-undangan Pembahasan dengan menggunakan kasus sebagai fenomena yang
menggambarkan terja@#lya korupsi pada waktu kahar dengan , sebagaimana dijelaskan oleh
Polit & Beck, 2%‘ berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini
peneliti dengan subjek dalam penelitian dapat berupa individu. Sifat penelitian ini adalah
deskripsi analitis, menurut Singarimbun'®, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang
berusaha menggambarkan realitas sosial yang lebih komplek dengan konsep-konsep teori yang
telah dikemukakan oleh Ilmuwan.

Metode Penelitian tersebut tepat digunakan untuk menjawab perumusan masalah berupa apa
yang menyebabkan ambiguitasnya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam waktu kahar
oleh Hakim, yang diibaratkan seperti tarian poco-poco, maju mundur jalan ditempat.

PEMBAHASAN
1.Pengertian Waktu Kahar

Pengertian keadaan kahar atau force majeur menurut Balck’s Law Dictionary (BLD) yang berarti
superior force atau kekuatan yang lebih tinggi. Force majeur didefinisikan sebagai kejadian yang
tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan, termasuk kejadian alam maupun kejadian akibat
manusiagffedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan kahar didefinisikan
sebagai kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia.
Dari pengertian tersebut pada dasarnya keadaan kahar atau force majeur memiliki arti yang sama
walaupun tidak identik. Karena keadaan kahar maupun force majeur diartikan sebagai suatu
keadaan yang tidak dapat diantisipasi dan dikendalikan.

Menurut Petrus Richard Sianturi'®, dalam kerangka hukum, pandemi termasuk dalam waktu
kahar, waktu “luar biasa”, atau waktu bencana. Dalam situasi tersebut pula, kejahatan yang
dilakukan akan diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika situasi normal.




Beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan momen-momen bencana sebagai waktu
kahar, seperti tampak pada Tabel 1, antara lain :

NO | TAHUN KASUS KORUPSI HUKUMAN
1 2005 pengadaan alat kesehatan (alkes) guna | 2017 Hakim Pengadilan Tipikor
mengantisipasi kejadian luar biasa | Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun
(KLB) bui kepada Siti Fadilah. Ia juga
diwajibkan ~ membayar  denda
senilai Rp 200 juta subsider 2 bulan
kurungan ditambah harus
membayar uang pengganti Rp 550
juta subsider 6 bulan kurungan.
Pengadaan reagen dan consumable
2 2007 untuk penanganan virus flu burung Vonis selama 16 bulan penjara
ditambah denda Rp 50 juta subsider
2 bulgp kurungan bagi Freddy dan
lima tahun penjara dan denda Rp
500 juta subsider 3 bulan kurungan
bagi Ratna Dewi Umar
3 2011 Binahati Benedictus Baeha, Putusan MA, hukuman penjara
o | Binahati : 5 tahun penjara denda
eks Bupati Niasdalam kasus _1(0ru_p51 Rp 200 juta subsider 4 bulan
dana bantuan bencana tsunami Nias, kurungan.
SUMUT.
4 2018 Perbaikan masjid yang rusak karena | PN Tiggkor Mataram menjatuhkan
gempa Lombok vonis 4 tahun penjara dan denda
Rpl00 juta subsider dua bulan
kurungan.
5 2018 Proyek pembangunan sistem ggyediaan | Hukuman 8 tahun penjara, denda
air minum (SPAM) di daerah bencana Rp 500 juta subsider 4 bulan
Gempa dan tsunami Donggala dan Palu, | kurungan bagi Nazar. sedangkan
Sulawesi Tengah Donny menerima hukuman 5.5
tahun denda Rp 300 juta subsider 3
bulan kurungan.




6 2020 Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. | Vonis 12 tahun penjara terhadap
Juliari dan beberapa pejabat Kemensos | mantan Menteri Sosial
lainnya terlibat dalam perkara dugaan | (Mensos) Juliari P. Batubara yang
korupsi berkaitan dengan dana Bantuan | dijatuhkan oleh majelis hakim
Sosial Corona Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta Pusat.

Sumber : diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti,2021.

Frasa hukum “keadaan tertentu” yang mengarah pada ancaman pemberatan hukuman seperti
hukuman mati tidak digunakan elemen penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum.'’
Akibatnya, hakim tidak bisa berbuat banyak saat menjatuhkan putusan, meski sejatinya hakim
mempunyai hak untuk melakukan penafsiran dan temuan hukum (rechtsvinding) Keadaan
tertentu yang sudah terumus secara yuridis hanya menjadi rumusan ide-ide agung yang
kehilangan makna empiris karena ditelanjangi oleh elite penegak hukum yang tak bernyali untuk
menghukum mati koruptor'?

Firli menegaskan'” salus populi suprema lex esto. Keselamatan masyarakat merupakan hukum
tertinggi, maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain
dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Pernyataan Firli disanggah oleh Yuris
RezhaKurniawan?, Dinilai hanyalah sebatas lips service karena tidak sesuai dengan
tindakannya. Upaya dari lembaga antirasuah yang tidak kelihatan tindakan atau komitmen untuk
berniat menjatuhkan hukuman seberat -beratnya kepada Juliari.

2.Urgensi Hukuman Mati bagi Koruptor

Pidana Mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana Mati
juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai
kontrakdisi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju’’.
Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas
pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati
disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat
menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana
yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi’!. Indonesia masih mempertahankan
hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih
membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan
menimbulkan efek takutpada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-
kejahatan dimasa yang akan datang.

Secara yuridis formal, pergppan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa
ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang




memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan
perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti
Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.

Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep
negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis
dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, penetapan
hukuman mati dalam beberapa UU di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di
lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh
rakyat Indonesia. Menurut vgg) Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau,’ pada dasarnya
hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya
dinyatakan kehendak bersama. Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama
tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-
undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan
individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian
kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu® Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya
hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka
hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang).

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-
undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi
berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun
harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut * Sekiranya hukuman mati tidak
memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya
terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.*® siapa pun yang terbukti terlibat dalam korupsi
bantuan sosial harus dihukum berat karena melakukannya di tengah masyarakat yang tengah
kesulitan menghadapi pandemi. Ditambah lagi, dana yang dikorupsi merupakan bantuan untuk
rakyat miskin. Dilakukan oleh pejabat tinggi mereka tidak tahu diri, menyalahgunakan
jabatannya di masa bencana dan yang dikorupsi jatahnya rakyat pula, ini korupsi paling keji*®
22

Sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem gkum di Indonesia, selain hukum Barat dan
hukum Adat, hukum Islam memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan eksistensi
hukuman mati >.sebagai bentuk hukuman maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat. (QS.
al-Baqarah: 179) Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masihggempertahankan hukuman
mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi
kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi
dasar kemanusiaan.’

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu
qishash, had (huddd) dan ta’zir. Dalam masalah gishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi
pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang
disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.® Dalam masalah
hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhshan, hirabah, bagy, dan riddah.
Sedangkan dalam masalah ta’zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar




qishash dan hudidd yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungang
hidup dan kemaslahatan masyarakat.®®

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal
narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta’zir yang disebut dengan ‘al-qatl
al-siyasi’, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan
kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya." Hukuman
maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya
efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat ®48

Hukum Islam sebenarnya sanggfy memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang
terlingkup pada lima hal, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta (al-mal), akal (al-aql), dan
keturunan (al-nasl). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia
masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar
kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai
salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal ”.

Karenanya, pemberlakuan hugggman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (vis
a vis) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan
masyarakat banyak.” Adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita—sebagai
sebuah komunitas bangsa—memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut.
Artinya, bagi pelaku kejahatan korupsi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari
pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (sila
ke-2 dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (sila ke-5 dari
Pancasila).”

Jadi, sebagai bangsa dan negara yang berfalsafah Pancasila, keberlakuan hukuman mati di negeri
kita ini hendaknya disikapi secara demokratis, yaitu masyarakat Indonesia saat ini masih
menginginkan hukuman mati berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi budaya dan paradigma
hukum berbangsa dan bernegara saat ini. Lagi pula, hukuman mati hanya diberlakukan bagi
tindak kejahatan tertentu saja, semisal narkotika, terorisme dan korupsi.*®

Dengan demikian, terlepas dari adanya perglapat yang pro dan kontra terhadap keberadaan
hukuman mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu Negara yang
menganut dan mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistim
hukum pidana nasionalnya. Masing-masing Negara tetap menerapkan hukuman mati, sesuai
dengan sistim hukum Nasionalnya yang dipengaruhi oleh budaya dan politik hukum Negara
tersebut. Hal tersebut tidak menyalahi peraturan hukum manapun, karena setiap Negara wajib
dan berhak untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan Negara dibidang hukum sesuai dengan
situasi dan kebutuhan Negara yang bersangkutan. Penerapan hukuman mati tidak melanggar
peraturan hukum manapun, karena tidak ada satupun konvensi PBB yang melarang hukuman
mati.??




Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, baru dua koruptor yang diancam
hukuman mati , yaitu Jusuf Muda Dalam,adalah Menteri Urusan Bank Sentral RI kurun 1963-
1966 divonis mati pada 8 April 1967 namun la mati di penjara Cimahi,pada 26 Agustus 1976,
akibat tetanus dan Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh Jaksa di kasus ASABRIL.?*

3. Kegamangan Hakim

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsure
kesalahan atau tindak pidana, maka tigglak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan
seseorang itu dihukum.Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf
zonder schuld atau no punishment without guilt) yang merupakan asas pokok dalam
pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis
ini dianut hokum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi
oleh Strict Liability dan Vicarious liability

“Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa
pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.'” Tidak terdapatnya
hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan
yang mesti harus dipertanggungjawabkan, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat paling
indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil vang rakyat secara tidak sah.
Dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan
pidana rendah.

Sedangkan ancaman hukuman gati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan sangat jelas
menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang
diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan
akibat kerusuhan sosial meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan
tindak pidana korupsi, seperti contoh pada Tabel 1 diatas, maka para pelaku tersebut dapat di
pidana mati.!' menjadi diabaikan keberadaannya'? Sampai saat ini belum pernah para koruptor
yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk
menjatuhkan vonis mati.

Dari Tabel 1 diatas jugagggmpak bahwa Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati
terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati
kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari
masyarakat. Masyarakat harusggp dapat menikmati uvang yang dikorupsi oleh para koruptor
karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan




kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.'? Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti
kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidak adilan para penguasa
terhadap rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka.'?
Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati
kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh
untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran
hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi'?

Menurut Abdul Fickar Hadjar'* Hakim-hakim itu pasti gamang menjatuhkan hukuman mati.
Selain karena sifat kejahatannya masih ditolerir oleh masyarakat karena tidak langsung
menimbulkan kematian. Sehingga, ada rasa tak seimbang jika koruptor itu di hukum mati
Kegamangan itu, lanjut Fickar," dipengaruhi anggapan korupsi belum menyebabkan orang
mati kelaparan,Sehingga, penghayatan terhadap kerugian yang timbul tidak terasa oleh penegak
hukum.

Abdul Fickar Hadjar'* menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak pernah
digunakan karena kerugian Negara yang merupakan kerugian rakyat belum menjadi perasaan
keadilan, sehingga hukuman mati bagi koruptor jarang bahkan tidak pernah diterapkan .

Lebih lanjut Abdul Fickar Hadjar*® menjelaskan Keyakinan bahwa Pasal 2 UU Tipikor akan bisa
diterapkan juga makin menipis melihat sikap Mahkamah Agung yang kerap mengurangi vonis
terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sebab, bukan
tak mungkin vonis mati yang dijatuhkan dibatalkan ketika didugat g MA. Pandangan senada
juga dari Kurnia Ramadana® yang menyatakan pemberian efek jera lebih tepat jika dikenakan
kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal serta diikuti pemiskinan
koruptor Langkah  itu akan tetap efektif karena orang itu umumnya takut
dimiskinkan.Pengurangan hukuman (oleh MA) itu menggambarkan kurangnya komitmen MA
terhadap pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Ibarat tarian poco-poco yang energik dengan gerakan maju-mudur namun jalan ditempat.
Gambaran tersebut tepat untuk menggambarkan langkanya vonis hukuman mati bagi koruptor
pada waktu kahar. Gerakan maju di ibaratkan dengan kerangka hukum positif baik ketentuan
yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku
kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan Kahar atau
tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penyebab
hakim ambigu dalam menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor karena kerugian negara yang
juga merupakan kerugian rakyat belum menjadi perasaan keadilan Sehingga, hukuman mati
dalam perkara korupsi jarang bahkan tidak pernah diterapkan di ibaratkan dengan gerakan




mundur pada tarian poco-poco. Hakim bersikap gamang, tidak tegas penegakan atas ancaman
hukuman dalam hal ini gambaran dari gerakan jalan ditempat . kegamangan yang diibaratkan
dengan jalan di tempat menggambarkan kurang kuatnya komitmennya Hakim dalam
pemberantasan korupsi.

Korupsi pada saat kahar, sangat merugikan masyarakat, misalnya pada saat Pandemi Covid-19
telah melukai dan membuat masyarakat semakin susah. Vonis ringan bagi koruptor belum
memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Karena korupsi yang dilakukan , di tengah kondisi yang
sulit dan susah. Bantuan sosial yang diharapkan menjadi penyambung hidup masyarakat justru
menjadi bancakan, sehingga novelty dari penelitian ini perlu dikembangkan upaya pengenaan
hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, telah melukai dan
membuat masyarakat semakin susah disaat Kahar yang ditimbulkan oleh koruptor sebagai
pembebanan Biaya Sosial Korupsi.
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